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1.1. Latar Belakang 
 
 Di samping pertumbuhan (growth), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 
negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (equality). Pembangunan yang semata-
mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau 
ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat 
(antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan 
antar-daerah atau ketimpangan wilayah. Berkaitan dengan itu, menurut Sumitro 
Djojohadikusumo, dua dari tiga masalah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah 
bersangkutan dengan masalah ketimpangan atau kesenjangan, yaitu ketimpangan pada 
perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat dan ketidakseimbangan 
ekonomi antar-daerah. Satu masalah lainnya adalah persoalan lapangan kerja produktif 
dan pengangguran (Djojohadikusumo, 1994:191). Maka dapat dipahami jika masalah 
ketimpangan atau kesenjangan antar-daerah selalu menjadi salah satu isu utama 
pembangunan daerah di Indonesia.  
 
 Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi adalah merupakan suatu 
keniscayaan, baik dalam tataran antar-negara maupun antar-daerah di suatu negara. 
Fenomena kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan dalam alokasi berbagai faktor 
pertumbuhan ekonomi. Hirschman melihat bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi 
dalam perkembangan ekonomi antar-negara, tetapi terjadi juga kesenjangan dalam 
perkembangan wilayah. Jika di dunia ini terdapat negara-negara maju dan negara-negara 
terbelakang, maka dalam suatu negara pun terdapat wilayah-wilayah yang maju dan 
wilayah-wilayah yang terbelakang (Nurzaman, 2002:91). 
 
 Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. 
Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya 
kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah 
perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam 
seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi 
akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar 
kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam kerangka yang lebih luas, kesenjangan yang 
terjadi di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) lebih dilatarbelakangi oleh hampir seluruh perbedaan tersebut, yaitu 
aktivitas ekonomi, kondisi alam dan juga administratif. 
 
 Asal dari kesenjangan antar-daerah atau kesenjangan wilayah menurut Myrdal 
berakar pada persoalan non ekonomi dan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang 
dikendalikan oleh motif laba. Motif ini mendorong terpusatnya pembangunan pada 
wilayah-wilayah yang memberikan harapan laba yang tinggi, sedangkan wilayah-wilayah 
yang tidak menjanjikan laba yang tinggi akan tetap terbelakang atau mengalami stagnasi 
(Myrdal dalam Roudo, 2004:25). 
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 Banyak sekali teori dan konsep yang berusaha menjelaskan mekanisme terjadinya 
kesenjangan serta mekanisme untuk mengurangi kesenjangan itu. Teori polarization 
effect misalnya menjelaskan kecenderungan semakin besarnya kesenjangan akibat 
terjadinya aliran faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah maju, 
sementara teori trickling down effect menjelaskan kecenderungan kesenjangan yang 
semakin mengecil karena berpindahnya sumber daya (terutama modal) ke wilayah yang 
terbelakang akibat sudah tidak efisiennya lagi ekonomi di wilayah yang sudah maju. Dalam 
konsep yang lain namun masih dalam gagasan yang sama, fenomena membesarnya 
kesenjangan disebut sebagai akibat dari terjadinya backwash effect, sedangkan fenomena 
mengecilnya kesenjangan adalah akibat terjadinya spread effect. Pandangan optimis 
diwakili oleh Hirschman yang berpendapat bahwa pada suatu saat trickling down effect 
akan bekerja lebih kuat daripada polarization effect (sehingga kesenjangan akan 
berkurang), sementara Myrdal mewakili pandangan yang lebih pesimis karena 
menurutnya backwash effect akan selalu lebih besar daripada spread effect (yang artinya 
kesenjangan akan cenderung semakin besar). 
 
 Jadi permasalahannya meskipun kesenjangan adalah suatu keniscayaan dalam 
perkembangan wilayah, namun kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan 
(divergensi) atau semakin mengecilnya kesenjangan (konvergensi) selalu menjadi bahan 
kajian yang menarik. Kuznets yang merupakan pelopor dalam analisis empirik terhadap 
pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, menemukan bahwa pada tahap-
tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, tetapi akan 
membaik pada tahap-tahap berikutnya. Observasi inilah yang dikenal luas sebagai konsep 
kurva U-terbalik dari Kuznets (Kuncoro, 2004:129). 
 
 Pada tingkat wilayah atau regional, adalah Williamson yang mencoba memahami 
fenomena divergensi dan konvergensi wilayah secara empirik, yaitu dengan mengamati 
tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan 
(dinyatakan dengan PDRB) yang berbeda (Nurzaman, 2002:95). Williamson menemukan 
bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas atau kesenjangan regional menjadi 
lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Namun pada 
tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang, tampak adanya keseimbangan antar-
daerah dan disparitas berkurang secara signifikan (Kuncoro, 2004:133). Dapat dikatakan 
bahwa Williamson adalah yang pertama kali secara eksplisit memberi dimensi spasial 
kepada kurva U-terbaliknya Kuznets, yaitu dengan tidak memfokuskan kepada 
kesenjangan pendapatan rumah tangga melainkan kepada kesenjangan antar-wilayah di 
tingkat pendapatan perkapita. 
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 Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam 
kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan 
bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya 
untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan 
mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, 
Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum 
pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. 
 
 Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan 
nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, 
penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-
strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan Sea Lane of 
Communication (SloC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). 
 
 Sejalan dengan upaya pemerintah untuk dapat mempercepat pengurangan 
kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi 
pembangunan wilayah, harus dapat didukung dengan program/kegiatan yang sesuai 
dengan isu atau permasalahan pembangunan dimasing-masing daerah. Hal ini mengingat 
bahwa, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan oleh 
karenanya dalam menyusun usulan program/kegiatan yang akan dirumuskan tidak dapat 
disamaratakan (simetris) dan harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap 
daerah (asimetris). 
 
 Selanjutnya untuk dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau 
permasalahan daerah, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk 
masing-masing daerah, khususnya yang terkait dengan indikator utama pembangunan 
daerah baik melalui pendekatan statistik maupun spasial. Sejalan dengan hal tersebut, 
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, telah melaksanakan penyelidikan 
sebagaimana dimaksudkan di atas, dan untuk selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat 
menjadi salah satu masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 
rangka merumuskan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan 
daerah. 
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2.2. Tujuan 
 
(1). Mengumpulkan dan menganalisis data-data statistik yang terkait dengan indikator 

utama pembangunan daerah, baik yang bersumber dari data primer maupun data 
sekunder; 
 

(2). Memetakan data-data yang diperoleh dari hasil analisis statistik/tabular ke dalam 
bentuk Geographic Information System (GIS); 
 

(3). Melaksanakan FGD dengan daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai 
permasalahan-permasalahan yang didahapi dalam rangka melaksanakan 
pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan tematik pendidikan, 
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan 
pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata. 
 

(4). Melaksanakan konsinyiring/workshop di pusat (Jakarta), tujuannya adalah untuk 
memperoleh berbagai masukan/saran untuk penyempurnaan penyusunan PrADa, 
termasuk membahas hasil-hasil pelaksanaan FGD di daerah; 
 

(5). Menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk indikasi program/kegiatan yang 
sesuai dengan isu atau permasalahan daerah; 
 

(6). Menyusun laporan PrADa dalam rangka, yang dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dalam rangka mempertajam perencanaan pembangunan nasional yang 
berbasis kewilayahan. 
 

1.3. Manfaat 
 
 Manfaat dari terlaksana dan tersusunnya PrADa ini, bagi pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk 
mensinergikan pelaksanaan pembangunan nasional/daerah, serta untuk meningkatkan 
kualitas perencanaan pembangunan utamanya dalam menyusun program/kegiatan yang 
sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Disamping itu model analisis melalui 
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang dipergunakan dalam 
kegiatan penyusunan PrADa ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam rangka 
mempersiapkan penyusunan background study RPJMN 2020-2024, yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2018. 
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2.1. Lingkup Kegiatan 
 

 Kegiatan penyusunan PrADa ini akan difokuskan pada tematik pendidikan, 
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan 
pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata. 

 
Gambar 2.1 

Lingkup Tematik Penyusunan PrADa 
 

 
 
2.2. Metode Analisis 
 
 Model analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini melalui metode analisis 
dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun yang 
dimaksud dengan "Tematik" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka 
waktu perencanaan; "Holistik" adalah penjabaran tematik ke dalam perencanaan 
teknokratik yangg komprehensip mulai dari hulu hilir suatu rangkaian kegiatan; 
penelaahan semua komponen; dan mempertimbangkan rangkaian waktu; "Integratif" 
adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran 
kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan 
berbagai sumber pendanaan; dan "Spasial" adalah penjabaran program dalam satu 
kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.1 
 
  

                                                       
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 
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Gambar 2.2 
Metode Analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) 

Penyusunan PrADa 
 

 
 
 Mengacu kepada gambar 2.2 tersebut di atas, maka untuk dapat mengarahkan 
metode analisis holistik suatu tematik ke dalam metode yang terstruktur, maka perlu 
dikelompokan ruang lingkup substantif ke dalam 5 kelompok kategori, yaitu ketersediaan, 
aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan dan stabilitas. 
 

¹  Kategori KETERSEDIAAN 
 
 Kategori KETERSEDIAAN, digunakan untuk mengidentifikasi ketersediaan layanan 
suatu tematik dalam lingkup kabupaten/kota dengan melihat komponen-komponen apa 
saja yang mempengaruhi kategori ketersediaan serta indikator-indikator apa saja yang 
terkait dengan komponen-komponen pada kategori ketersedian dalam suatu tematik 
tersebut. 
 
 Selanjutnya untuk dapat melihat lebih jelas struktur serta keterkaitan suatu 
tematik, kategori, komponen hingga indikator, selengkapnya dicontohkan di Box-1 
Contoh Analisis Level KETERSEDIAAN Tematik PENDIDIKAN, sebagai berikut: 
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Box-1 
Contoh Analisis Level KETERSEDIAAN Tematik PENDIDIKAN 

 

 
Tematik 

PENDIDIKAN 
(Pendidikan Dasar) 

 
Kategori 

KETERSEDIAAN 
 

Komponen 
 

�q  MURID   �r  GURU    �s  SEKOLAH    �t  KURIKULUM 
 
 

 
Indikator 

 
��  Indikator / Komponen MURID: 


· Jumlah siswa di sekolah X; 

· Jumlah rombongan belajar di sekolah X; 

· Jumlah rombel yang jumlah siswanya lebih dari 32; 
 

��  Indikator / Komponen GURU: 

· Jumlah guru tetap (PNS/Guru Tetap Yayasan); 

· Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4; 

· Jumlah guru yang sudah bersertifikat; 

· Jumlah guru yang bekerja >= 37.5 jam per minggu; 

· Jumlah kepala sekolah yang memiliki kualifikasi S1/D4 dan sudah bersertifikat pendidik; 
 

��  Indikator / Komponen SEKOLAH: 

· Jumlah ruang kelas, dengan kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat; 

· Jumlah meja/kursi untuk siswa di sekolah X (dalam set dimana 1 set = 1 meja + 1 kursi), dengan 

kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat; 

· Jumlah ruang kelas di sekolah X yang telah dilengkapi meja dan kursi guru serta papan tulis 

dalam kondisi baik; 

· Ketersediaan ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala 

sekolah dan tenaga kependidikan. 
 

��  Indikator / Komponen KURIKULUM: 

· Jumlah buku paket bahasa indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN per kelas; 

· Jumlah alat peraga IPA, seperti (1) model kerangka manusia; (2) model tubuh manusia; (3) bola 

dunia (globe); (4) contoh peralatan optik; (5) kit IPA eksperiment belajar; dan (6) poster IPA/ 
carta IPA per sekolah;  


· Jumlah judul buku di perpustakaan sekolah; 

· Jumlah guru yang bekerja >= 37.5 jam per minggu; 

 

  



PrADa 
Profil dan Analisis Daerah Provinsi Papua, 2017 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional 10 


º  Kategori AKSESIBILITAS 
 
 Kategori AKSESIBILITAS, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemudahan 
atau kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan suatu tematik dalam lingkup 
kabupaten/kota dengan melihat komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi 
kategori aksesibilitas serta indikator-indikator apa saja yang terkait dengan komponen-
komponen pada kategori aksesibilitas dalam suatu tematik tersebut. 
 
 Selanjutnya untuk dapat melihat lebih jelas struktur serta keterkaitan suatu 
tematik, kategori, komponen hingga indikator, selengkapnya dicontohkan di Box-2 
Contoh Analisis Level AKSESIBILITAS Tematik PENDIDIKAN, sebagai berikut: 
 

 

Box-2 
Contoh Analisis Level AKSESIBILITAS Tematik PENDIDIKAN 

 

 
Tematik 

PENDIDIKAN 
(Pendidikan Dasar) 

 
Kategori 

AKSESIBILITAS 
 

Komponen 
 

�q  JARAK   �r  �t���<�d�h���d���D�W�h�,�����������<�K�E���/�^�/���:���>���E�l�:���D�����d���E 
 
 

 
Indikator 

 
��  Indikator / Komponen JARAK: 


· Rata-rata jarak antara tempat tinggal dengan sekolah terdekat; 
 

��  Indikator / Komponen WAKTU TEMPUH: 

· Rata-rata waktu tempuh ke sekolah terdekat; 
 

��  Indikator / Komponen KONDISI JALAN/JEMBATAN: 

· Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap. 
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»  Kategori KETERJANGKAUAN 
 
 Kategori KETERJANGKAUAN, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat 
kemudahan atau kesulitan masyarakat dari sisi biaya dalam memperoleh layanan suatu 
tematik dalam lingkup kabupaten/kota dengan melihat komponen-komponen apa saja 
yang mempengaruhi kategori keterjangkauan serta indikator-indikator apa saja yang 
terkait dengan komponen-komponen pada kategori keterjangkauan dalam suatu tematik 
tersebut. 
 
 Selanjutnya untuk dapat melihat lebih jelas struktur serta keterkaitan suatu 
tematik, kategori, komponen hingga indikator, selengkapnya dicontohkan di Box-3 
Contoh Analisis Level KETERJANGKAUAN Tematik PENDIDIKAN, sebagai berikut: 
 

 

Box-3 
Contoh Analisis Level KETERJANGKAUAN Tematik PENDIDIKAN 

 

 
Tematik 

PENDIDIKAN 
(Pendidikan Dasar) 

 
Kategori 

KETERJANGKAUAN 
 

Komponen 
 

BIAYA PENDIDIKAN 
 
 

 
Indikator 

 
��  Indikator / Komponen BIAYA PENDIDIKAN: 


· Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk pendidikan. 
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¼  Kategori KEBERLANJUTAN 
 
 Kategori KEBERLANJUTAN, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat 
keberlanjutan layanan dalam bentuk kebijakan/program/partisipasi masyarakat suatu 
tematik dalam lingkup kabupaten/kota dengan melihat komponen-komponen apa saja 
yang mempengaruhi kategori keberlanjutan serta indikator-indikator apa saja yang 
terkait dengan komponen-komponen pada kategori keberlanjutan dalam suatu tematik 
tersebut. 
 
 Selanjutnya untuk dapat melihat lebih jelas struktur serta keterkaitan suatu 
tematik, kategori, komponen hingga indikator, selengkapnya dicontohkan di Box-4 
Contoh Analisis Level KEBERLANJUTAN Tematik PENDIDIKAN, sebagai berikut: 
 

 

Box-4 
Contoh Analisis Level KEBERLANJUTAN Tematik PENDIDIKAN 

 

 
Tematik 

PENDIDIKAN 
(Pendidikan Dasar) 

 
Kategori 

KEBERLANJUTAN 
 

Komponen 
 

�������W�������h�E�d�h�<���W���E���/���/�<���E������������PARTISIPASI UNTUK BERSEKOLAH 
 
 

 
Indikator 

 
��  Indikator / Komponen APBD UNTUK PENDIDIKAN: 


· Proporsi anggaran di dalam APBD untuk pendidikan; 
 

��  Indikator / Komponen PARTISIPASI UNTUK BERSEKOLAH: 

· Angka Partisipasi Murni; 

· Rata-rata Lama Sekolah (RLS); 

· Harapan Lama Sekolah (HLS). 
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½  Kategori STABILITAS 
 
 Kategori STABILITAS, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat resiko bencana 
yang dapat menganggu layanan suatu tematik dalam lingkup kabupaten/kota dengan 
melihat komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi kategori stabilitas serta 
indikator-indikator apa saja yang terkait dengan komponen-komponen pada kategori 
stabilitas dalam suatu tematik tersebut. 
 
 Selanjutnya untuk dapat melihat lebih jelas struktur serta keterkaitan suatu 
tematik, kategori, komponen hingga indikator, selengkapnya dicontohkan di Box-5 
Contoh Analisis Level STABILITAS Tematik PENDIDIKAN, sebagai berikut: 
 

 

Box-5 
Contoh Analisis Level STABILITAS Tematik PENDIDIKAN 

 

 
Tematik 

PENDIDIKAN 
(Pendidikan Dasar) 

 
Kategori 

STABILITAS 
 

Komponen 
 

�����/�E�����<�^���Z���^�/�<�K�������E�����E�����/�E���K�E���^�/�����~�/�Z���/�•�V�������������D�/�d�/�'���^�/�������E�����E�� 
 
 

 
Indikator 

 
��  Indikator / Komponen INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI): 


· Indeks resiko bencana kabupaten/kota. 
 

��  Indikator / Komponen MITIGASI BENCANA: 

· Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; 

· Keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; 

· Keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan. 
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· Analisis Tematik (Subject) 
 
 Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu 
perencanaan. Adapun untuk tematik dalam kegiatan ini difokuskan pada pendidikan, 
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan 
pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata. 
 

· Analisis Holistik (Technochratic Planning) 
 
 Holistik adalah penjabaran tematik ke dalam perencanaan teknokratik yang 
komprehensip mulai dari hulu-hilir suatu rangkaian kegiatan; penelaahan semua 
komponen; dan mempertimbangkan rangkaian waktu. Dalam kegiatan ini, metode 
analisis holistik digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan suatu tematik, 
mulai dari tematik, kategori, komponen, hingga indikator. 
 
 Alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis holistik ini disajikan pada 
Gambar 2.3 sebagai berikut: 

 
Gambar 2.3 

Formulasi Analisis Holistik (Technochratic Planning) 
Penyusunan PrADa 
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· Analisis Integratif (Coordination/W�Z�}�[�•��Doing What) 
 
 Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang 
dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan 
upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. 
 
 Dalam kegiatan ini, analisis integratif digunakan untuk menyusun program/ 
kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, disertai dengan pemetaan 
peran dari para pemangku kepentingan dan pendanaannya (optional), mulai dari tematik, 
kategori, komponen hingga indikator. 
 
 Dalam menerapkan metode analisis integratif ini terlebih dahulu yang harus 
dilakukan adalah melakukan analisis holistik. Hasil analisis holistik inilah yang kemudian 
menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut dan peran para pemangku 
kepentingan sesuai tingkat permasalahannya, mulai dari level tematik, kategori, 
komponen hingga indikator. 
 
 Alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis integratif ini disajikan pada 
gambar 2.4 sebagai berikut: 

 
Gambar 2.4 

Analisis Integratif (���}�}�Œ���]�v���š�]�}�v�l�t�Z�}�[�•�����}�]�v�P���t�Z���š) 
Penyusunan PrADa 

 

 
 
  


